BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab
terdahulu, ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis, pertama adalah
tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang dan yang kedua
pembedaan sanksi mengenai tindak pidana penyertaan yang dilakukan secara
bersama - sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam
melakukan tindak pidana tersebut.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan pembantuan
diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP, menurut Pasal 55 KUHP terdapat
terdapat 4 yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyertaan
yaitu :

a. Orang yang melakukan (dader)

b. Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger)
c. Orang yang turut melakukan (mededader)

d. Orang yang sengaja membujuk (uitloker)

Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi
unsur tindak pidana. Pada ummnya syarat - syarat tindak pidana dibagi menjadi
dua macam yaitu unsur objektif dan subjektif. Bahwa penyertaan yang

melibatkan lebih dari 1 orang pelaku tersebut dan biasanya terdapat dalam
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kasus pengeroyokan, pembunuhan, perampokan atau suporter yang melakukan
pengrusakan.

Seseorang yang apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan
kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang
paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap
terwujudnya tindak pidana, orang itu yang membebankan tanggung jawab
pidana yang lebih besar.

Inilah di perlukan ketentuan penyertaan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 55, 56, 57, 58, 59, dan 60 KUHP. Tidak cukup dengan ketentuan Pasal
338 KUHP saja. Apabila tidak dibentuk ketentuan penyertaan, maka orang
yang dapat dipidana hanyalah terhadap pelaku atau pelaksananya saja. Karena
perbuatan pelaksana saja yang memenuhi semua unsur Pasal 338.

. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan baik melaui literatur, perundang
- undangan, pendapat para sarjana permasalahan kedudukan para pelaku
perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan
secara massal yang ditinjau dari sudut pandang hukum pidana tetapi juga
tentang penanggulangannya. Maka hendaknya dilakukan suatu tindakan yaitu :
a. Permasalahan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal selama ini

kurang mendapatkan tempat dalam konstitusi khususnya hukum pidana,
baik hukum pidana formil maupun materiil jadi hendaknya diberlakukan
sebuah peraturan perundang - undangan yang dapat mengkomodir perbuatan

tersebut, sehingga dalam penegakkan hukumnya dapat berjalan dengan
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lancar, sehingga paling tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang
dilakukan dengan pertanggung jawaban yang dikenakan.

. Pemidanaan dijatuhkan sebagai upaya untuk tujuan represif dan preventif,
dan khususnya pada model perbuatan pidana hendaknya diberlakukan
secara cermat agar penjatuhan sanksinya sesuai dengan apa yang diperbuat
dan sebagai apa di peristiwa itu.

. Karena permasalahan yang memicu timbulnya perbuatan pidana yang
dilakukan secara massal bermacam - macam dan kompleks, disertai ciri -
ciri yang berbeda - beda, maka hendaknya dalam melakukan
penanggulangan terhadap tindak pidana penyertaan ini tifdak hanya dengan
hukum pidana saja, tetapi juga dilakukan dengan diluar hukum pidana yaitu
melalui upaya upaya kepada pencegahan sebelum perbuatan pidana
dilakukan baik dari segi sosial, politik, hukum dan lain lain. Karena
maraknya kejadian tindak pidana penyertaan, agar para akademisi,
agamawan, penegak hukum dan lain lain, yang mana hasil dari pembahasan
atau kajian tersebut sebagai acuan bagi penegak hukum khususnya sebagai

salah satu pedoman dalam mengahadapi hal tersebut.



